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1.1 Latar Belakang

Stunting adalah kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan seseorang
disebabkan kekurangan gizi kronis dan penyakit berulang selama masa kanak-
kanak, secara permanen membatasi kapasitas fisik dan kognitif anak dan
menyebabkan kerusakan seumur hidup (Unicef). Jumlah penderita stunting secara
global pada tahun 2016 sebanyak 22,9% atau 154,8 juta anak di bawah usia 5
tahun, yang didefinisikan tinggi badan menurut usia yang rendah (UNICEF,
WHO, World Bank Group, 2017). Stunting diukur dengan panjang atau tinggi
badan yang lebih dari minus dua standar deviasi pertumbuhan anak (WHO?).
Stunting anak dapat terjadi pada 1000 hari pertama setelah pembuahan dan
berhubungan dengan banyak faktor, antara lain status sosial ekonomi, asupan
makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit infeksi, defisiensi mikronutrien dan
lingkungan (Ikeda, 2013).

Prevalensi stunting pada tahun 2017 sebesar 22,2% atau sekitar 150,8 juta
balita di dunia mengalami stunting. Lebih dari setengah balita stunting di dunia
berasal dari Asia (55%), sedangkan lebih dari seper tiga (39%) tinggal di Afrika.
Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2017, Indonesia termasuk
negara ketiga tertinggi di regional Asia Tenggara untuk kejadian stunting. Rata-
rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4%
(UNICEF, WHO, World Bank Group, 2017).

Data Global Nutrition Report tahun 2018 kejadian Stunting merupakan
masalah gizi tertinggi di dunia bila dibandingkan dengan masalah gizi lain seperti
gizi kurang, gizi kurus dan gizi gemuk. Masalah stunting, telah memberikan
dampak besar bagi beberapa negara, baik negara berkembang maupun Negara
dengan penghasilan rendah. Secara global, tahun 2018 kejadian stunting telah
mempengaruhi sekitar 21,9% dari 149 juta jiwa anak dibawah usia 5 tahun.

Jumlah terbanyak berada dibagian Asia sebesar 55% dan di Afrika sebesar 39%.
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Jumlah tersebut telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan data
kejadian stunting tahun 2000 yang berjumlah 32,5 %. Berdasarkan data tersebut
mengambarkan bahwa usaha global dalam menekan angka stunting sebesar
10,6% dibutuhkan waktu 18 tahun.

Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi
ketidakcukupan nutrisi yang berlansung lama, mulai dari kehamilan sampai usia
24 bulan. Keadaan ini diperparah dengan tidak terimbangi kejar tumbuh.
Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi balita stunting adalah
berdasarkan indeks tingi badan menurut umur (TB/U) menurut standar WHO,
dengan kriteria stunting jika nilai z score TB/U<-2 standar deviasi (Mucha,
2013). Banyak faktor yang menyebabkan tinggi kejadian stunting pada balita.
Penyebab langsung adalah kurang asupan makanan dan ada penyakit infeksi.
Faktor lain adalah pengetahun ibu yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi
dan hygiene yang buruk, dan rendah pelayanan kesehatan.

Gerakan global dalam penanggulangan gizi bayi dan anak atau sering disebut
dengan Scaling-Up Nutrition (SUN). Tahun 2010 SUN merupakan upaya yang
dilakukan dengan menekankan prinsip dasar bahwa semua penduduk berhak
untuk mendapatkan hak akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi.
Indonesia merupakan anggota PBB dan Negara dengan prevalensi stunting yang
tinggi, maka dengan adanya SUN tersebut Indonesia terdorong untuk berupaya
dan membangun komitmen dalam gerakan percepatan perbaikan gizi SUN
(WHO, 2013). Tahun 2012 Indonesia turut andil dalam gerakan nasional
percepatan perbaikan gizi, melalui dua kerangka besar intervensi stunting yang
diterjemahkan menjadi berbagai macam program yang dilakukan oleh
kementerian dan lembaga-lembaga terkait (Black, 2013).

Scaling-Up Nutrition (SUN) muncul sebagai pendorong untuk mengatasi
masalah stunting di Indonesia. Pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Perbaikan Gizi. Gerakan tersebut merupakan salah satu strategi dalam SUN yang

melibatkan lintas sektor dan mendukung partisipasi serta kepedulian steakholders



secara terencana dan terkoordinir, untuk percepatan gizi pada 1000 hari pertama
kehidupan (HPK). Lahirnya Perpres ini membutuhkan upaya yang konkrit dan
terfokus pada 1000 HPK. Integrasi kegiatan secara lintas program, merupakan
upaya spesifik dan integrasi kegiatan secara lintas sektoral merupakan upaya
sensitif yang dilakukan oleh steakholders terkait (Aryastami, 2017; Indonesia
PPR, 2013).

Pemerintah pusat pada tahun 2017 meluncurkan Rencana Aksi Nasional
(RAN) dalam penanganan stunting. RAN merupakan upaya konvergensi di
tingkat nasional, daerah, dan desa yang diprioritaskan pada upaya gizi sensitif
dan gizi spesifik dalam 1000 HPK, hingga usia 6 tahun. Untuk mendukung secara
aksi nasional tersebut, sehingga dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun
2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun
2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Kementerian Desa, 2013).
Selain itu perbaikan gizi juga termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 dan diterjemahkandalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang di dalamnya terdapat dua intervensi
yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 pemerintah mencanangkan
program pembangunan nasional, yaitu akses universal air minum dan sanitasi,
dengan menetapkan bahwa pada tahun 2019 Indonesia dapat menyediakan
layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia. Pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 pemerintah
menargetkan adanya penurunan prevalensi stunting menjadi 28% pada tahun
2019 (TNP2K, 2017).

Masalah stunting memiliki dampak yang cukup serius, antara lain jangka
pendek terkait dengan morbiditas dan mortalitas pada bayi/balita, jangka
menengah terkait dengan intelektualitas dan kemampuan kognitif yang rendah,
dan jangka panjang terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan masalah
penyakit degeneratif di usia dewasa (Aryastami, 2017). Berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan di Guatemala, ditemukan bahwa anak yang mengalami



stunting memiliki nilai hasil sekolah yang kurang, tes hasil kinerja yang rendah
dan pada saat dewasa memiliki penghasilan rumah tangga yang lebih rendah
dibandingkan dengan pengeluaran, sehingga lebih berpeluang hidup dalam
kemiskinan (Hoddinott, 2013). Anak yang telah terhambat dalam pertumbuhan,
bila memasuki usia lebih dari 2 tahun akan lebih cepat mengalami pertambahan
berat badan, sehinga lebih berisiko terjadinya obesitas dikemudian hari. Anak
yang telah mengalami obesitas akan berkaitan lebih besar terjadi risiko penyakit
jantung coroner, penyakit stroke, dan penyakit hipertensi (Black, 2013)

Pengalaman dan bukti internasional menunjukkan bahwa stunting dapat
menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja,
sehinga mengakibatkan hilangnya 11% Gross Domestic Product serta
mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Stunting dapat
berkontribusi pada melebar kesenjangan sehinga mengurangi 10% dari total
pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar generasi
(TNP2K, 2017).

Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, Bencana Nasional Non
Alam yang disebabkan oleh Corona Virus Disease (COVID-19) berdampak
terhadap ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat secara luas. (Andarmaweni
Lawaceng, Amy Yayuk Sri Rahayu' 2020). Pemerintah telah menetapkan
Bencana Non Alam ini sebagai Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non
Alam penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Pada situasi normal,
permasalahan gizi di Indonesia masih menjadi tantangan besar sehingga dengan
adanya COVID-19 masalah tersebut semakin sulit diatasi mengingat adanya
batasan dalam hal akses dan kualitas layanan. Pandemi COVID-19 memiliki
dampak yaitu kemungkinan jumlah anak stunting (kekurangan gizi kronis) di
Indonesia bertambah. Sehingga, kemungkinan target penurunan stunting hingga
14 persen sulit tercapai, mengingat Posyandu tidak lagi beroperasi dan tenaga

kesehatan di Puskesmas juga terkena dampak COVID-19. Pemberdayaan



masyarakat menjadi kunci keberhasilan program-program pencegahan stunting di
masa pandemi COVID-19 ini

Pemantauan pertumbuhan balita setiap bulan tetap dilakukan meskipun
dalam situasi pandemik COVID-19 seperti saat ini. Banyak faktor yang
mendukung penanganan kasus stunting yang ditemukan antara lain setiap
kabupaten/kota menyediakan dana penanggulangan kasus stunting melalui
melalui dana APBD dan dana BOK puskesmas yaitu pemberian makanan
tambahan untuk pemulihan berupa bahan makanan yang diberikan selama kurun
waktu tiga bulan. Deteksi dini seperti pemantauan pertumbuhan rutin di fasilitas
kesehatan penting dalam mencegah terjadinya malnutrisi pada anak. Diperlukan
modifikasi strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan di tingkat daerah.
Keterlibatan lintas sektor juga sangat penting dalam penanganan Stunting.

Kebijakan pemerintah dan program intervensi stunting belum dinilai efektif.
Salah satu penyebab belum efektifnya kebijakan pemerintah dan program
intervensi stunting adalah instrumen kebijakan yang sudah ada belum secara
maksimal dijadikan landasan bersama untuk mengatasi stunting. Salah satu
instrumen kebijakan tersebut berkaitan dengan fungsi alokasi anggaran
kesehatan. Selain itu, laporan yang dikutip dari TNP2K (2017) menemukan
bahwa Kementerian atau Lembaga melaksanakan program secara masing-masing
tanpa melakukan koordinasi yang cukup. Program- program Intervensi Stunting
yang telah direncanakan belum seluruhnya dilaksanakan. Program intervensi gizi
spesifik dan gizi sensitif terkait rancangan, cakupan, kualitas dan sasaran masih
perlu ditingkatkan (TNP2K, 2017).

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, bahwa persentase balita sangat
pendek di Indonesia telah mengalami penurunan dari tahun 2007, 2013 hingga
tahun 2018. Tahun 2007 balita sangat pendek di Indonesia berjumlah 18,8%,
jumlah ini mengalami sedikit penurunan bila dibandingan dengan tahun 2013
berjumlah 18,0% hingga akhir tahun 2018 jumlah tersebut kembali menurun

menjadi  11,5%. Berbeda halnya dengan persentase balita pendek yang



mengalami peningkatan dari 18,0% tahun 2007 menjadi 19,2% ditahun 2013,
hingga di akhir tahun 2018 jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 19,3%.

Hasil penelitian yang dilakukan Morris. SS (2008), menunjukkan bahwa
masalah gizi merupakan masalah multi faktorial sehingga implementasi di
masyarakat membutuhkan keterlibatan lintas sektoral. Studi keberhasilan
implementasi kebijakan penurunan masalah gizi dilakukan melalui beberapa
metode diantaranya systematic review, kuantitatif riset, semi kualitatif interview
dan analisis pohon masalah. Implementasi kebijakan penurunan gizi secara global
tidak mudah, setidaknya ada delapan variabel yang menjadi kendala yaitu :
sulitnya melakukan koordinasi, strategi yang tidak kuat, kurangnya minat
stakeholders, jaringan antara stakeholders yang tidak kuat, lemahnya kebijakan,
struktur kolaborasi yang tidak sejalan, keterbatasan SDM dan ketersediaan
anggaran yang tidak terjamin (Morris, SS, 2008). Penelitian lain yang dilakukan
Sorush. N, menyatakan bahwa elemen organisasi memiliki kapasitas dalam
menyediakan kebutuhan untuk mencapai tujuan, memberikan solusi dan
mengidentifikasi masalah penyimpangan terhadap kebijakan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara faktor pembuat
kebijakan publik dan orang-orang administrasi kebijakan.

Pemerintah pusat telah menjadikan masalah stunting sebagai kebijakan
strategi nasional. Kebijakan sendiri merupakan keputusan yang dibuat dan
ditetapkan pemerintah atau institusi yang berwenang untuk memecahkan masalah
dan mewujudkan tujuan yang diinginkan. Proses kebijakan berlangsung sebagai
siklus kebijakan yang didalamnya terdapat agenda kebijakan, formulasi
kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.
Impelemetasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi kebijakan berarti proses
penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana
kebijakan. Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah
sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Disposisi meliputi kemauan dan

kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara



sungguh-sungguh. Yang menjadi masalah adalah dikarenakan adanya
desentralisasi maka implementasi program pusat ke daerah dibutuhkan
penyesuaian dengan keadaan setempat, sehingga perlu dilakukan studi kasus
implementasi intervensi gizi spesifik terhadap penanganan stunting.

Provinsi Bengkulu adalah salah satu daerah yang memiliki prevalensi balita
stunting. Data Entry Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis
Masyarakat (e-PPGBM) Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu tahun 2019
menunjukkan bahwa persentase balita Stunting berjumlah 8,98%, jumlah ini
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebesar 11,7%, jumlah ini
mengalami peningkatkan dibanding tahun 2017 sebesar 8,40%. Berdasarkan surat
keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 10/M.PPN/HK/02/2021
tanggal 09 April 2020, tentang Penetapan Perluasan Kab/Kota Lokasi Fokus
Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022, Kabupaten Bengkulu
Utara masih ditetapkan sebagai kabupaten lokasi fokus intervensi penurunan
stunting terintegrasi.

Kabupaten Bengkulu utara sejak ditetapkan sebagai kabupaten dengan lokus
stunting tahun 2019 berdasarkan dasa Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun
2013 yaitu sebesar 38,9%. Jumlah balita stunting di Kabupaten Bengkulu Utara
dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan baik dilihat dari absolut balita yang
mengalami stunting maupun prevalensi balita stunting, kejadian pada tahun 2020
sebesar 8,93 %, mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 10,53%, dan pada
tahun 2018 sebesar 25,9% berdasarkan hasil pengukuran dan aplikasi Elektronik
Pencacatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPBGM). Namun demikian,
pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus berupaya untuk menekan jumlah
tersebut melalui intervensi penanganan stunting dan advokasi untuk mendapatkan
dukungan berupa regulasi yang bersifat lebih operasional.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui surat edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor. 440/7607/Bangda tanggal 9 Desember 2018 tentang pelaksanaan

Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/kota dan Surat



Keputusan Bupati No. 441/235/Dinkes/2019 tentang Tim Percepatan Penurunan
Stunting di Kabupaten Bengkulu Utara dalam pelaksaan intervensi gizi sensitif
melibatkan sektor diluar Kesehatan antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, BKKBN, Dinas Pendidikan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan
Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Kominfo dan Kementerian Agama.

Dalam upaya penurunan prevalensi stunting terintegrasi, pemerintah telah
menetapkan pedoman upaya penurunan prevalensi Stunting terintegrasi melalui
pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting yaitu aksi 1 analisa
situasi, aksi 2 rencana kegiatan, aksi 3 rembuk stunting, aksi 4 peraturan bupati
tentang peran desa, aksi 5 kader pembangunan manusia, aksi 6 manajemen data,
aksi 7 pengukuran dan publikasi stunting dan aksi 8 revieu kinerja tahunan.

Di kabupaten Bengkulu Utara aksi 1 sampai aksi 5 sudah selesai
dilaksanakan untuk aksi 6 sampai dengan 8 pelaksanaannya masih dalam proses,
Kabupaten Bengkulu Utara merupakan juara 1 (satu) lomba penilaian Kinerja
pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan
stunting terintegrasi secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun (2019 s/d 2021).
Penghargaan diberikan berrdasarkan penilaian kinerja oleh panelis provinsi pada
rapat kerja penilaian kabupaten/kota dalam intervensi percepatan pencegahan
stunting terintegrasi dengan hasil penilaian sebagai berikut :

1. Kabupaten Bengkulu Utara mendapat predikat terbaik 1 tingkat provinsi

Bengkulu dalam intervensi percepatan pencegahan stunting terintegrasi
2. Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kabupaten paling terinovatif dalan

intervensi percepatan pencegahan stunting terintegrasi
3. Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kabupaten paling replikatif dalam

intervensi percepatan pencegahan stunting terintegrasi
4. Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kabupaten paling inspiratif dalam

inetervensi percepatan pencegahan stunting terintegrasi



5. Kabupaten Bengkulu Utara peringkat 6 (enam) Nasional dalam intervensi

percepatan pencegahan stunting terintegrasi

Sumber pendanaan program kegiaatan stunting dianggarkan oleh dana
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Kesehatan, anggaran desa melalui APBDesa yang terdapat di setiap desa
dan APBD pemerintah kabupaten Bengkulu Utara dan sumber-sumber lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor. 23 tahun 2019 tentang penurunan
stunting, khusus anggaran APBDesa wajib mengalokasi 20% dari total dana desa
untuk program penanganan stunting, yang dalam pelaksanaan kegiatannya tetap
berkoordinasi dengan pihak puskesmas dalam wilayah tersebut, hal ini tertuang
dalam Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019. Prevalensi stunting
di kabupaten Bengkulu Utara menurut baseline data tahun 2018 sebesar 38,9%
diharapkan target penurunan yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah 14,0 %.

1.2 Rumusan Masalah

Jumlah balita stunting di Kabupaten Bengkulu Utara dalam 3 tahun terakhir
mengalami penurunan. Namun angka kejadian pada tahun 2019 sebesar 10,53%
masih terbilang cukup tinggi dibandingkan beberapa wilayah lain. Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Utara terus berupaya untuk menekan jumlah tersebut
melalui intervensi gizi spesifik untuk penanganan stunting tersebut. Berdasarkan
uraian di atas dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi
intervensi gizi dalam penanganan stunting di puskesmas di Wilayah Kabupaten

Bengkulu Utara berdasarkan konsep George C. Edward I1I.

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Menganalisis implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam

penanganan stunting di Kabupaten Bengkulu Utara.
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1.3.2 Tujuan Khusus
1) Mengeksplorasi analisis kebijakan (komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi) dalam penanganan stunting di
Puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
2) Mengeksplorasi implementasi kebijakan (capaian target dan
hambatan) dalam penanganan stunting di puskesmas di wilayah
Kabupaten Bengkulu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Melalui hasil penelitian ini dapat dihasilkan konsep pengembangan
intervensi gizi spesifik dalam penanganan stunting.
1.4.2 Manfaat Praktis
Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan
(puskesmas) dalam mengembangkan intervensi gizi spesifik dalam

penanganan stunting sesuai dengan kemampuan daerah.
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